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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur separatis sebagai pemegang jaminan

berupa hipotek dalam kepailitan di Indonesia berdasarkan UUK-PKPU dan dalam keadaan pailit di Inggris

berdasarkan Insolvency Act 1986, dan implementasinya dalam praktik berdasarkan kedua peraturan

tersebut. Untuk meninjau bagaimana menerapkan peraturan tentang kedudukan dan hak eksekusi kreditur

separatis Oleh karena itu penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-

Kepailitan/2016 Jo. Nomor 02/Pdt.Sus-Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst., dimana PT Bank OCBC  ISP yang

merupakan kreditur separatis dari PT Mega Graha International (sebagai penggugat) mengajukan gugatan

terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator Bernard Nainggolan (sebagai tergugat) karena

menyerahkan jaminan hak tanggungan PT Bank OCBC NISP ke dalam harta pailit PT Mega Graha

Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini

menyarankan perlunya pengaturan terhadap harta kekayaan debitur pailit yang dijadikan jaminan utang

merupakan pengecualian dari harta pailit; kebutuhan ketentuan mengenai sanksi pelanggaran hak kreditur

separatis berupa: apa pun; perlu dilakukan perubahan peraturan mengenai waktu pelaksanaan kreditur

separatis; dan perlunya pengaturan tentang hak penguasaan kreditur separatis atas jaminan yang dimilikinya

dalam hal kreditur separatis menyerahkan pelaksanaannya eksekusi kepada kurator sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Kepailitan 1986.

<br>

This thesis discusses the position and execution rights of separatist creditors as collateral holders in the form

of mortgages in bankruptcy in Indonesia based on the UUK-PKPU and in bankruptcy in the UK based on

the Insolvency Act 1986, and their implementation in practice based on these two regulations. To review

how to apply regulations regarding the position and right of execution of separatist creditors. Therefore, the

author conducted a case study of Decision Number 769 K/Pdt.Sus-Palitan/2016 Jo. Number 02/Pdt.Sus-

Gll/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst., where PT Bank OCBC ISP which is the separatist creditor of PT Mega Graha

International (as the plaintiff) filed a lawsuit against the legal actions committed by the Curator Bernard

Nainggolan ( as a defendant) for submitting a mortgage guarantee for PT Bank OCBC NISP to the

bankruptcy estate of PT Mega Graha Internasional. This research is a qualitative research with a descriptive

design. The results of this study suggest the need for regulation of the assets of the bankrupt debtor which

are used as collateral for the debt as an exception to the bankruptcy estate; the need for provisions regarding

sanctions for violating the rights of separatist creditors in the form of: anything; it is necessary to amend the
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regulations regarding the implementation of separatist creditors; and the need to regulate the rights of

control of the separatist creditors over the guarantees they have in the event that the separatist creditors hand

over the execution to the curator as regulated in the 1986 Bankruptcy Law.


